WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 44
TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MAGELANG,

a.bahwa dengan adanya Surat Edaran Badan Pertanahan

Republik Indonesia Nomor 5/SE/IV/2013 tentang
Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran
Peralihan Hak atas Tanah terkait dengan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Walikota
Magelang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan
prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Banguan perlu diubah dan disesnaikan;

.bahwa  berdasarkan pertimbangan scbagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Magelang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunamn;

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor <4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Normor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran WNegara
Republik Indenesia Tahun 2009 Nemor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

_Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14Q, Tarmbahan
Lembaran Negara Nomor 4578];



Menetapkan :

6. Peraturan Pemerintah Nomor a8 Tahun 2007 tentang

10.

Pembqgan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dam Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008

tentang  Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang

{Eliembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor

. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008

tenta.qg _Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 4];

- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor
2);

Peraturan Daerah Kaota Magelang Nomor 9 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010
Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 44 TAHUN
2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2010
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Berita Daerali Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 44)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berilkut :

1.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi
sebagai benkut :
{1) Wajib Pajak melakukan pcmbayaran Bea Perolehan Hak atas

(2)

(3)

Tanzh dan Bangunan yang terhutang dengan menggunakan

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Wajib Pajak di Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk
setelah SSPD diteliti/diverifikasi oleh Bidang Pendapatan Asli
Daerah DPPKD.

Tata Cara pembayaran Bea Perolehan _I-Iak Atas Tanah dan
Bangunan oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.



2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehinpga kesel -
eebagai berikut : EBa keseluruhan Pasal 7 berbunyi

(1)
(@)

(3}

(4)

Setiap peﬂ}bajfa_ran BPHTB wajib diteliti/diverifikasi sebelumnya
oleh Fungsi Pelayanan dan Pengolahan Data DPPKD.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB:
b. kelengkapan dekumen pendukung SSPD BPHTE.

Jika di_perlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pemeriksaan lapangan.

Tata cara penelitian SSPD oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Lampiran II dan 1l diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidalk
terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini,

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Magelang.

Ditétapkan di Magelang
pada tanggal 4& e 213

WARKOTA MAGELAN(,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 16 fyjgi 2013

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 17



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA MAGELANG NOMOR 44
TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR FEMBAYARAN BPHTR

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pPembayaran BPHTB alch penerima hak tanah dan/atan
bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak
atas BPOTB terutang melalui Bendahara Penerimaan atau Bank yang
ditunjuk. Dalam hal inj Wajib Pajak dapat memilib untuk melakukan
pembayaran dengan melakukan penyetoran secara tunai meialuj
Bendahara Penerimaan atau ke rekening kas daerah melahi Bank
yang ditunjuk.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaky Penerima Hak
Memﬁakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTR yang
terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihalk yang menyiapkan SSPD BPHTH scbagai dasar
bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membaniy
melalcukan perhitungannys,

3. Bendahara Penerimaan/Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang mencrimma pembayaran BPHTE terutang
dari Wajib Pajak. Dalam proses ini Bendahara Penerimasn /Bank

yang ditunjuk berwenang untuk :
4. menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajai,

b. memeriksa kelengkapan pengisian BPHTB.

¢. mengembalikan SSPD yang pengisiannya tidai/ kurang lengkap.
d. menandatangani SSPD yang telah lengkap pengisiannya.

©. mengarsip SSPD BPHTB Iembar 5 dan SSPD BPHTR lembar 6.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1 :

Berdasarian proscdur sebelumnya, Wajib Pajak gkan SSPD BPHTB
yang telah diisi. SSPD BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Bendahara Pencriman atau Bank yang ditunjuk sekaligus
untuk melaporkan data perclehan ha.k.atas tanah dan/atay bangunan
yang telah diteliti/diverifikasi oleh Bidang Pendapatan Asl Daerah
DPPKD.



Sebelur diguna}can dalam proses Pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD BPHTR tersebut. yaran, Waji j an

Langkah 2 :

Langkah 4 :

Bendahara Penerimaan/Bank yang ditunjuk menandatangani SSPD
BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1, 2, 3 dan 4
dikembalikan ke Wajib Pajak,



D. BAGAN ALUR

Dari prosedur 1, Wajib Pajak
menerima SSPD-BPHTR dari
PPAT yang telah
diteliti/diverifikasi oleh DPPKD

l

Wajib Pajak membayar BPHTR
yang terutang ke Bendahara
Penerimaan/Bank yang ditunjuk

1

Bendahara Penerimaan/Bank
yang ditunjuk mencrima,
meneliti dan menandatanganpi

SSPD BPHTB.
e e

Bendahara Penerimaan/Bank Bendahara Penerimaan/Bank
yang dilunjuk menyerahkan yang difunjuk menparsip :
SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3 dan a. SSPD BPITH lembar 5.

4 kepada Wajib Pajak b. SSPD BPHTB lembar 6

e e selanjutnya digunakan dalam
proses pelaporan

OTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITCO
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LAMPIRAN 111

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR ;
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA MAGELANG NOMOR 44
TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PROSEDUR PENELITIAN BPHTE

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian BPHTB merupakan proses verifikasi kelengkapan
dokumen dan kebenaran data terkait objek Pajak yang tercantum
dalam SSPD. Prosedur ini dilakukan sebelum Wajib Pajak melakukan
pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB
melalui Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk. Penclitian
gSPD BPHTB. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan oleh Fungsi
Pelayanan di DPPKD. Apabila semua kelengkapan dan kesesuaian data
objek pajak terpenuhi maka Kepala DFPKD atau pejabat yang ditunjuk
dapat menandatangani S5PD BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

: 2

Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTE yang
terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Fungsi Pelayanan dan Pengolahan Data

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait

objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB. Fungsi Pelayanan

dan Pengolahan Data berwenang dan bertligas unfuk :

a. memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait
objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB.

b. melaporkan hasil verifikasi SSFD BPHTB kepada Kepala
DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk.
Kepala DFPKD atau Pejabat yang ditunjuk

Merupakan pihak yang herwenang menandatangani SSPD BPHTB
yang telah diteliti/ diverifikasi oleh Fungsi Pelayanan.

Fungsi Pengnlahan Data dan Informasi

Merupakan pihak yang menyimpari _database objck pajak. Fungsi
ini menyediakan data terkait objek pajalk kepada Fungsi Pelayanan.
Fungsi Pengelahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk :

a. mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah

wewenahgnya,
b. menyediakan data objek pajak atas permintaan dari fungsi
pelayanan.



c. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langksah 1 :

Waijib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung

ya:zig #?U@hkﬁﬂ untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung
tergiri darl H

a. SSPD BPHTB yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan
telah ditanda tangani oleh wajib pajak dan PPAT.

b. Foto copy SPPT PBB Tahun berkenan atau Surat Keterangan NJOP
dalam hal SPPT PBER belum diterhitkan,

¢. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB/Struk ATM
pembayaraii PBB tahiifl berkenan.

d. Foto copy identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda
Penduduk/Surat [zin Mengemudi/Paspor).

e. Surat Kuasa dari Wajib Pajak {dalam hal dikuasakan).

Foto copy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan
Keluarga dan Keterangan waris dalam hal transaksi waris.

g. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Wajib Pajak menyampaikan SSFD-BPHTB yang telah ditanda tangani
oleh wajib pajak dan PPAT sebelum melakuan pembayaran .

Langkah 2 :

Fungsi Pelayanan mecnerima SSPD BPHTB dan dokumen pendukung
dari Wajib Pajak dan mengarsip Permochonan Penelitian /verifikasi
3SSPD BPHTB pada Buku Register Pengajuan Permohonan Peneclitian
QSPD sesuai Nomor Urut dalam Buku Register dan tanggal pengajuan
penelitian SSPD BPHTB.

Langhkah 3 :

Fungsi Pelayanan dan Pengelahan Data kemudian memeriksa
kebenaran data yang tercantum dalam SSPD dan dokumen pendukung
SSPD berdasarkan data-data objek BPHTB. Dalam kondisi tertentu,
Fungsi Pelayaan dan Pengolah Data berhak melakukan Pene]itian
lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan
tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah 4 :

Setelah semua kehenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB
dan kelengkapan dokumen pendukung terpenul:u, ‘maka} fungsi
pelayanan mengajuken SSPD BPHTB yang telah diverilikasi kepada
Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangam
SSPD BPHTB. Fungsi Pelayanan dan Pengolahan Data menyerahkan
SSPD BPHTB yang telah ditanda tangani kepada Wajib Pajak untuk

dilakukan pembayaran.

Langkah 5 :

Wajib Pajak menerima SSPD BPTB yang telah diverifikasi untuk
selanjutnya melakukan pernbayaran ke Bendahara Penerimaan/Bank

yang ditunjuk.



0. BAGAN ALUR

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB
dan dokumen pendukung ke Fungsi
Pelayanan dan Pengolahan Data DPPKD
oo i ——-'—"'__-_-_-____-__._-_

|

Fungsi Pelayanan dan Pengglahan Data
mencatat pengajuan penclitian SSPD
BPHTB dalam buku tegister

!

Fungsi Pelayanan dan Penpolahan Data
meneliti SSPD BPHTR sesuai prosedur
dan tata cara penelitian

|

Fungsi Pelayanan dan Pengolahan Data
membuat laporan hasil penelitian atas
SSPD yanyg telah diteliti

o e

|

Fungsi Pclayanan dan Pengolahan Data
mengajukan SSPD BPHTB yang telah
diteliti kepada Kepala DPPKD atau
Pejabat yang ditunjuk untuk

l

Fungsi Pclayanan dan Pengelahan Data
menyerahkan SSPD BPHTB yang telah
diverifikasi dan ditanda tangani kepada
Wajib Pajak guna proses selanjutnya

Ditcfapkan di Magelang
padp tanggal

TA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO
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